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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 66 TAHUN 2019 

TENTANG 

MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN 

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan 

penyeberangan diperlukan pedoman perhitungan tarif 

dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli 

pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan; 

b. bahwa pedoman mekanisme dan perhitungan tarif 

angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 

2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi 

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sudah tidak 

sesuai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme 

Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan 

Penyeberangan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN 

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Usaha Angkutan Penyeberangan adalah badan 

usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang 

pengusahaan Angkutan Penyeberangan. 

2. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang 

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang 

dan kendaraan beserta muatannya. 

3. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna 

jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas 

tertentu. 

4. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam 

nilai rupiah per satuan unit produksi per mil. 
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5. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP 

adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang 

dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses 

produksi. 

6. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh 

penumpang alat angkutan umum, untuk setiap 

perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan 

diri. 

7. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan 

penyeberangan. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

melaksanakan urusan di bidang angkutan 

penyeberangan. 

 

BAB II 

JENIS TARIF 

 

Pasal 2 

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas: 

a. Tarif penumpang; 

b. Tarif kendaraan penumpang; dan 

c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya. 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas: 

a. Tarif ekonomi; dan 

b. Tarif nonekonomi. 

(2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 

oleh: 

a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarnegara 

atau antarprovinsi; 

b. gubernur, untuk lintas penyeberangan 

antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan 
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c. bupati/wali kota, untuk lintas penyeberangan dalam 

kabupaten/kota. 

(3) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk tarif nonekonomi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 

oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan berdasarkan 

tingkat pelayanan yang diberikan. 

 

Pasal 4 

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku 

untuk: 

a. bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 

(dua) tahun; dan 

b. dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 

(dua) tahun. 

(2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan 

untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sebesar 10% (sepuluh) persen dari tarif dewasa. 

 

Pasal 5 

(1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan 

penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b dan kendaraan barang beserta muatannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan 

berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui 

fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan dan 

satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan. 

(2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas pengukur dimensi 

kendaraan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tarif Angkutan Penyeberangan ditetapkan sesuai 

dengan jenis kendaraan. 

(3) Pembagian golongan kendaraan dan besaran satuan unit 

produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis 

kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 



2019, No.1256 -5- 

BAB III 

MEKANISME PENETAPAN TARIF 

 

Pasal 6 

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

a berdasarkan komponen Tarif Dasar dan asuransi tanggung 

jawab pengangkut. 

 

Pasal 7 

(1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi. 

(2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan 

melibatkan: 

a. pejabat di bidang angkutan penyeberangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

b. perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan. 

(3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, 

atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 

dengan melampirkan: 

a. perhitungan biaya operasi kapal Angkutan 

Penyeberangan;  

b. justifikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan 

c. berita acara hasil kajian. 

(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap 

permohonan usulan besaran Tarif Angkutan 

Penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja sejak diterima secara lengkap.  

 

 

 


